Bisnis Indonesia

REFERENSI BISNIS TERPERCAYA

Tanggal

1 14 Maret 2013

Halaman

Penunjukan Langsung Cacat
Hukum

JAKARTA—Rencana pemerintah menunjuk lang-
sung PT Hutoma Korya untuk membangun dan
mengelola jalan tol trans-Sumatra dinilai cacat

hukum dan menimbulkan potensi korupsi di
dalamnya,

Dimas Novita 5. & Ml Chitra 0
redakrFaisaL co

Pasalnya, pembangunan proyek
tanpa sistemn tender ity menyalahi
aturan pengadaan barong dan jasa
pemerintah. Apalagi, nilai investasi
proyek i jugs cukup besar

Pemerintali el menunjuk Hu-
tama Karya untuk membangun dan
mengelola proyek it karena dinila)
tidak layak secara linansial,

Dirckiur  Pengembangan Centre
for Information Development
dies (CIDES) yang juga dosen
Universitas Masional Hilmi R. [bra-
him mengatakan sistem penun-
jukan langsung itu melanggar Pasal
51 Ayat 1 UU No. 38/2004 rentang
Jalan.

Dalam UU itu disebutkan pengu-
sahaan jalan tol yang diberikan oleh
pemerintah  kepada badan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 (4) dilakukan melalui pelelangan
secara transparan dan terbuka

“dukungan dana dad AN, Ko

Selain melanggar aturan UL, kata-
nya, langkah i juga melangear 1
kelola pemennwhan yang bersih
dan transparan. Karena i, dia

mengusulkan agar prosesnya bisy
ditender secam terbuka, sesuai de
ngan awran hukum yang berlaku

aila

“Apalagi, nantinya akan

W, saya pikic i L:m.;'—\.\lu
||u~l.mu,|r huhum,” ujar
am diskusi publik bernt
1 Penunjukan Longsung M

+ Tanpa tender menya-
lahl aturan pengadaan
barang dan jasa.

» Kasus sepertl Century
Jllld 1l dikhawatirkan
terulang.

r Sudah ditenderkan
beberapa kall, tak ada
peminat.

ot Karyed Selagad Peatvangan dun
Pergrelota Julien I yang disdakan
aleh Institate For Public Trust, Kabu
(13/3) di Mkarta.

Thilml yang jugs pengamatl ke
bijakan publik fie mengatakan ki
WEILIEAn preinenintah untuk s
ruas alan tol yang hanya Liyak se-
wara ehunom
b belumn K secan linansial,
adalaly  mwlakukan  pendanaan,
prerencanaan eknis, dan melaksi-
kan konstruksi.

Akantetapi, operasivnal dan peme-
liharsan dilakukan oleh badan usaha
yang pemilihannya melalui lelang,
Bukan penanjukan lingsung.

Uergan alasan i, rencams diter-
Iitkannya peraturan presiden terkai
pemunjuban Huluna Karya uniuk
wmaluian jalan ol bementgan

opan U N, 3872004 clan 11 Mo,
1572005 tentang Jalan Tol,

Penunjukan lngsung i,
furut Hilmi, juga dinilai m

i

MN lainnva atau
fan usaha lLinnva vang
H"'nng,zlam.m dalam mem"\ar
dan mengelola jalan 1ol
Sementara itu. dosen Fakultas
u Sosial dan limu -
Indonesia
1 Nasim berpendapat ke
tan pengadaan barang dan jasa
merintah lanpa proses tender

Proyek Jalan

Lampung-Palembang

Palembang-Pekanbaru 610
Pekanbaru-Medan 548
Medan-Banda Aceh 460
Palembang-Bengkuly 303
Pehanbaru-Padang 242

sangal mwan akan penyelewengan,
Dia mengatakan jika langkah ini
tetap  dilanjutkan, bukan  adak
mungkin _muncul kasus  seperti
Century Jilid 11 "Ditambah Lagi, saar
ini mendekati pemilihan umum dan
pemilihan presiden, di mana pana
politik maupun dan panisipan pe-
milu dan pemilihan presiden mem
butuhkan dana yang amat besar.”
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Menanggapi hal . Sekret
Perusahaan  Hutama Karya
Widiyantoro mengatakan penunjuk-
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an secara langsung bdak benen-

n hukum karena per-
mengkaji UU yang

! dan peraturan yang
dikaji oleh [mnmrt
J"dk.!l'\ kami itu sah,”

ada UI.J No. 35/2004 ayat
30 Pasal 3 vang berbunyi dalam
keadaan it yang menyebab-
§ gAn jaringan jalan
diwujukan oleh
ehagaimana dimak-
. pemerintah dapat
ah sesual dengan

aan tertentu, lanjut-
nya, seperti yang terjadi pada pro-
vek jalan ol trans-Sumatra, mengi-
ngat proyek tersebut tdak layak
secara finansial, tetapi layak secara
ekonomi. “Jalan tol itu kan sudah,
ditenderkan beberapa kali, tapi eng-
gak ada badan usaha yang bermi-
nal. Kalau dilihat dari IRR [interna!
rate of returnj-nya saja- juga di
bawah 18%.”

Oleh karena i, pemerintah me-"
nunjuk langsung kepada BUMN
una mendukung perluasan infra-
struktur di wilayah tersebut yang da-
pat medorong perekonomian sekitar,
"Ralau maw nungge sampai layak,
kapan infrastrukiurnya bisa jadi.”

Selain i, ujar Ari, dengan penun-
jukan persercan tidak berarti mem-
persempit peluang badan usaha
lainnya untuk berpartisipast karena

. proses kmmmht.l pun akan ‘diten-
“‘derkan. &3
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